
Disintegrasi bangsa menjadi sebuah 

permasalahan yang sangat serius jika tidak 

disikapi secara baik dan benar oleh 

pemerintah dan masyarakat. Tanggungjawab 

untuk memecahkan permasalahan tentang 

disintegrasi tidak dapat diserahkan saja oleh 

pemerintah namun semua komponen 

pembentuk bangsa termasuk kita sebagai 

masyarakat. Lalu bagaimana peeran Pancasila 

dalam menekan disintegrasi bangsa, apakah 

dapat berjalan sempurna. Nilai pancasila 

sebagai solusi tentang permasalahan 

disintegrasi bangsa dapat berjalan sempurna 

jika penerapan nilainya dilakukan secara 

konsisten pada kehidupan bernegara. Konflik 

tentang perpecahan tidak boleh dibiarkan 

begitu saja karena akan berdampak pada 

kekacauan yang berkepanjangan yang akan 

membahayakan bagi keutuhan bangsa 

Indonesia. (Handitya, 2020). 

 Terkadang issue perpecahan 

sering digunakan beberapa oknum yang 

sengaja ingin memecah belah bangsa ini 

karena ingin mengambil keuntungan dari 

kondisi yang demikian itu. Semakin bangsa 

ini terpecah belah maka semakin mudah 

kekuasaan asing untuk mengintervensi ke 

dalam bangsa ini. Pancasila merupakan solusi 

terbaik untuk tetap mempertahankan 

keutuhan bangsa ini. Adapun strategi 

Pancasila dalam menekan disintegrasi 

bangsa melalui penerapan nilai di setiap 

silanya (Handitya, 2020).  

Secara filosofis, disintegrasi nasional 

ini dapat dipahami sebagai proses 

mengikisan keutuhan dan melemahkan 

ikatan persaudaraan bangsa Indonesia yang 

mengancam eksistensi nilai-nilai Pancasila 

yang menjadi dasar negara. Persoalan 

disintegrasi nasional ini bukan sekedar 

realitas sosial yang bersifat superfisial, 

melainkan menjadi fenomena yang semakin 

mengakar dan menjadi manifestasi krisis 

mendalam dalam struktur kebangsaan yang 

membutuhkan kajian filosofis yang 

komprehensif. (Sari & Sundawa, 2025) 

Kelima sila dalam Pancasila pada 

hakekatnya merupakan sistem filsafat. 

Konsep Pancasila sebagai filsafat 

disebabkan karena Pancasila merupakan 

hasil dari refleksi intelektual yang mendalam 

oleh para founding father. Sehingga filsafat 

Pancasila dapat diartikan sebagai suatu 

keterkaitan bagian-bagian yang saling 

berhubungan dan bekerjasama antara tiap 

sila dengan sila lainnya sebagai satu 
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kesatuan yang utuh guna mencapai tujuan 

tertentu. Pancasila sebagai filosofi dasar 

berbangsa dan bernegara, memberikan konsep 

yang dapat dijadikan kerangka epistimologis 

yang efektif dalam membedah akar 

permasalahan disintegrasi yang terus muncul 

dan berkembang seiring perjalanan berbangsa 

dan bernegara. (Sari & Sundawa, 2025) 

Melalui perspektif filsafat Pancasila, 

disintegrasi nasional dapat dipahami sebuah 

sebuah proses melemahkan ikatan kesatuan 

bangsa yang dibangun atas prinsip-prinsip 

persaudaraan, kemanusiaan, dan keadilan, 

yang melahirkan krisis kesadaran akan 

hakikat kebersamaan dalam keberagaman 

sebagai suatu bangsa. Nilai-nilai dalam tiap 

sila Pancasila merupakan kristalisasi dari 

nilai-nilai kebangsaan luhur yang tumbuh, 

hidup, dan berkembang dalam masyarakat 

Indonesia. Oleh karena itu, kompetensi setiap 

sila dalam Pancasila mampu memberikan 

dimensi analisis tersendiri mengenai 

permasalahan disintegrasi bangsa, mulai dari 

pentingnya ketuhanan, kemanusiaan, 

persatuan, musyawarah, hingga keadilan 

sosial. (Sari & Sundawa, 2025) 

Untuk menjawab persoalan 

disintegrasi bangsa, setiap elemen masyarakat 

dan pemerintah harus memahami serta 

menerapkan nilai-nilai yang terkandung di 

setiap silanya. 

 

METODE 

 Jenis penelitian ini adalah normatif 

yang bersifat deskriptif, pendekatan yang 

digunakan adalah conceptual approach. Data 

yang didapatkan dari sumber perpustakaan 

dan media internet. Sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder. Teknik 

pengumpulan data adalah studi pustaka. 

Analisis penelitian data ini adalah analisis 

secara kualitatif, dan menggunakan penarikan 

kesimpulan duduktif. 

 

HASIL  

Peran Pancasila Dalam Menekan 

Disintegrasi Bangsa 

Nilai-nilai Pancasila memainkan 

peran penting dalam membentuk sikap dan 

perilaku generasi muda di Indonesia. Sebagai 

ideologi negara yang menjadi landasan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

nilai-nilai Pancasila memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap cara generasi muda 

memandang diri mereka sebagai warga 

negara dan berinteraksi dalam masyarakat. 

(Sandy) 
Nilai-nilai dalam sila Ketuhanan 

Yang Maha Esa, mengandung arti bahwa 

Negara yang didirikan adalah sebagai 

pengejawantahan tujuan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (Yanto, 

2016) Sila Ketuhanan yang maha esa, 

memberikan pemahaman kepada kita bahwa 

terciptanya kita sebagai manusia yang hidup 

sebagai rakyat yang berlindung pada 

naungan sebuah negara harus dapat 

berkeyakinan bahwa Tuhan telah 

menggariskan kita sedemikian rupa 

sehingga sudah menjadi kewajiban kita 

sebagai rakyat menjaga keutuhan dalam 

persatuan bangsa. Jika setiap rakyat berfikir 

demikian niscaya segala bentuk pemikiran 

tentang perpecahan tidak akan pernah 

terbayangkan. Negara yang kuat karena 

memiliki rakyat yang kuat dan setia 

menjunjung tinggi kebersamaan untuk 

mengatasi permasalahan yang sedang didera 

oleh bangsa. Walaupun berat dalam 

mewujudkan hal seperti itu akan tetapi 

keyakinan tentang ikut campur tangan 

Tuhan yang menggariskan kita untuk hidup 

di bawah naungan negara harus tetap 

diyakinkan. (Handitya, 2020) 

Sila Kedua berbunyi “Kemanusiaan 

Yang Adil dan Beradab”, sila ini bermakna 

bahwa masyarakat Indonesia harus 

mengakui kedudukan manusia yang sama 

dan saling menghormati hak dan kewajiban 

setiap orang. (Hutabarat & Dkk, 2022) Sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab, mampu 

memberikan dasar keyakinan pada semua 

masyarakat bahwa keinginan mewujudkan 

persatuan dan kesatuan harus dipahami dan 

diwujudkan dalam kehidupan ini. 

Seharusnya tidak hanya terbatas pada satu 

negara saja, nilai persatuan merupakan suatu 

konsep yang harus dipertahankan dalam 

kehidupan dunia sehingga perpecahan, 

peperangan, keinginan saling 
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menghancukan antara bangsa satu dengan 

bangsa yang lain tidak akan pernah terjadi. 

Segala bentuk disintegrasi akan menjadi awal 

dari kerusakan kehidupan ini. Jika dalam hati 

kita ada keinginan untuk memanusialkan 

manusia lain maka tidak akan terjadi 

perselisihan karena perselisihan bentuk dari 

perbedaan pandangan akan selalu dapat 

diselesaikan secara baik. Keinginan pada diri 

masing-masing manusia dalam mewujudkan 

semangat untuk bersatu harusnya 

ditumbuhkan yang akan membentuk jiwa 

persatuan dan kesatuan yang sangat 

dibutuhkan dalam mengelola bangsa ini. 

(Handitya, 2020) 

Sila persatuan dan kesatuan, 

merupakan sila yang mengandung prinsip 

sangat relevan dengan konsep integrasi 

bangsa. Menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Contohnya : Menjaga persatuan 

dan kesatuan bangsa dengan mengedepankan 

semangat nasionalisme, patriotisme, gotong 

royong, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Menghormati sistem demokrasi dengan 

menggunakan hak dan kewajiban sebagai 

warga negara secara bertanggung jawab, serta 

menghargai pendapat dan aspirasi orang lain. 

Berpartisipasi dalam pembangunan nasional 

dengan berkontribusi sesuai dengan 

kemampuan dan potensi masing-masing, serta 

menuntut hak-hak sosial secara adil dan 

wajar. (Lumintang, Nuraini, & Ana, 2023) 

Sebagai salah satu sila yang memberikan 

koridor bagi masyarakat Indonesia agar selalu 

menjaga semangat persatuan dalam konsep 

kebersamaan karena kita memiliki tujuan 

yang sama untuk mewujudkan cita-cita 

kesejahteraan secara menyeluruh. Sernangat 

kebersamaan ini harus mampu menepiskan 

segala bibit-bibit perpecahan yang mungkin 

muncul secara alami ataupun memang 

dibentuk secara sengaja karena ingin 

menghancurkan bangsa Indonesia. Sekarang 

sudah waktunya kita menjadi agen yang 

mendorong untuk mewujudkan persatuan 

bangsa dengan cara memberikan pengetahuan 

dan menyiarkan semangat persatuan kepada 

orang di sekitar kita. Melalui cara itulah kira 

ikut serta dalam mewujudkan bangsa ini 

menjadi bangsa yang kuat dan maju. 

(Handitya, 2020) 

Adapun nilai keempat yang 

terkandung dalam Pancasila adalah prinsip 

Good Governance. Sebuah Negara digagas 

pembentukannya oleh tokoh-tokoh yang 

memiliki reputasi dan integritas diri yang 

tinggi menuju Negara yang baik. (Sulaiman, 

2017) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan, sebagai 

konsep pengelolaan negara yang ideal. 

Pengaruh pemimpin sekaligus pola 

kepemimpinan sangat menentukan 

bagaimana negara ini akan dibawa kemana. 

Salah satu yang menjadi pemicu konflik 

disintegrasi bangsa adalah kecemburuan 

sosial yang terjadi karena mereka merasa 

tidak tidak dipedulikan. Rakyat 

menghendaki figur pemimpin yang mampu 

mengelola bangsa ini dengan pola 

kepemimpinan yang benar dan bijaksana. 

Pemimpin yang bijaksana harus mampu 

melihat serta merasakan keluh kesah 

rakyatnya. Bagaimana cara pemimpin 

mengetahui setiap keluh kesah rakyat tidak 

lain dengan dia dekat dengan rakyat tersebut. 

Dengan pemimpin dekat terhadap rakyatnya 

segala bentuk kebutuhan yang diinginkan 

dapat dipenuhi dan diupayakan. (Handitya, 

2020) 

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia Pemerintah Indonesia 

tidak boleh membeda-bedakan 

perlakuannya kepada masyarakat Indonesia. 

Karena banyaknya perbedaan yang terdapat 

di Indonesia, seharusnya pemerintah dapat 

bersikap lebih adil dan bijaksana dalam 

bertindak. Pencerminan sila kelima ini dapat 

dilihat dari sikap dan perbuatan, 

diantaranya: a. Semangat Kegotong-

Royongan Besikap secara suka rela dengan 

bekerja bersama-sama demi mencapai 

tujuan yang diinginkan. b. Menjaga 

Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban 

Dapat membedakan mana yang hak dan 

kewajiban, sekaligus dapat melaksanakan 

kewajiban kita terlebih dahulu sebagai 

warga negara Indonesia yang beradab. 

(Nurhikmah, Nugrahaningtyas, & 

Pamungkas, 2021) Sila keadilan sosial bagi 
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seluruh rakyat Indonesia, sebagai rujukan 

membentuk suatu negara. Nilai keadilan harus 

selalu diupayakan walaupun terwujudnya 

nilai keadilan pada masing-masing manusia 

sangat berbeda dan akan sulit diwujudkan. 

Permasalahan disintegrasi biasanya muncul 

dari tidak terciptanya keadilan bagi rakyat 

karena merasa tidak mendapatkan apa yang 

dibutuhkan sesuai dengan apa yang 

didapatkan orang lain. Maka jika ingin 

menghindari konflik disintegrasi bangsa 

pemerintah harus mengupayakan untuk 

memberikan kebutuhan utama pada semua 

rakyat baik yang berada dekat dengan 

pemerintah maupun di daerah yang mungkin 

sangat jauh dari pemerintah. Dengan upaya 

tersebut akan menepis anggapan bahwa tidak 

ada satu rakyatpun yang lepas dari perhatian 

pemerintah sebagai wakil dari negara ini yang 

diberikan mandat untuk melakukan 

pengelolaan negara. (Handitya, 2020) 

Penyebab Terjadinya Disintegrasi Bangsa 

1. Pengaruh ideologi selain pancasila 

Ideologi merupakan seperangkat 

gagasan atau pemikiran yang merupakan 

suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada 

paindaingain hiduip baingsai yaing berorientaisi 

paidai tindaikain yaing diorgainisir suiaitui sistem 

yaing teraituir yaing menjaidi pegaingain dain 

perjuiaingain yaing dicitai-citaikain uintuik 

mencaipaii tuijuiain maisyairaikait aitaiui baingsai. 

Ideologi mengainduing keguinaiain uintuik 

memberikain staibilitais airaih dailaim hiduip 

berkelompok dain sekailiguis memberika in 

dinaimikai geraik menuijui tuijuiain maisyairaikait 

aitaiui baingsai. (Faradila, Holilulloh, & Adha) 

Muincuilnyai ideologi bairui yaing beruipaiyai 

mempengairuihi pemaihaimain paidai raikyait 

Indonesiai juigai menjaidi sebuiaih taintaingain 

tersendiri terhaidaip eksistensi Pa incaisilai. 

Beberaipai ideologi yaing berkembaing aintairai 

laiin komuinisme, kaipitailisme, naisionailisme 

raidikail, Islaim fainaitisme dain ailirain ideologi 

laiinnyai. Perkembaingain ideologi-ideologi 

tersebuit daipait menyebaibkain lemaihnyai 

keyaikinain maisyairaikait paidai ideologi 

Paincaisilai yaing telaih disepaikaiti oleh baingsai 

Indonesiai. Semaikin ideologi selaiin Paincaisilai 

dibiairkain berkembaing semaikin besair puilai 

peluiaing ruintuihnyai baingsai ini kairenai bainyaik 

maisyairaikait yaing suidaih tidaik meyaikini 

kebenairain Paincaisilai sebaigaii cairai paindaing 

baingsai ini. (Handitya, 2020) 

Maisyairaikait seba igaii obyek 

pemaipairain ideologi bairui mempuinyaii sifait 

paisif, beberaipai cenderuing tidaik menola ik 

naimuin kebainyaikain muidaih terpengairuih oleh 

aijairain tersebuit. Hail inilaih yaing saingait perlui 

diwaispaidaii dain cepait disikaipi teruitaimai oleh 

pemerintaih hairuis lebih aiktif memberika in 

penyuiluihain kepaidai wairgai juigai membentuik 

tim siber guinai menaingkail beberaipai pihaik 

yaing mencobai mengembaingkain ideologi 

bairui di negeri ini. Hairaipain Paincaisilai uintuik 

menjaidi saitui-saituinyai ideologi hairuis 

diwuijuidkain kairenai nilaii Paincaisilai telaih 

diruimuiskain secairai sempuirnai. (Handitya, 

2020). 

 

2. Sistem politik yaing tidaik sehait 

Sistem politik meruipaikain sailaih saitui 

cairai yaing pailing ideail saimpaii saiait ini uintuik 

mengairaihkain maisyairaikait guinai mencaipaii 

tuijuiain bemegairai. Perain politik sering ka ili 

disailaihguinaikain beberaipai pihaik uintuik 

memperoleh keuintuingain pribaidi, misailnyai 

uintuik tuijuiain memperkaiyai diri sendiri, uintuik 

mewuijuidkain kepentingain golongain dain 

uintuik tuijuiain di luiair dairi tuijuiain negairai paiaidai 

uimuimnyai. Seringkaili maiknai politik disailaih 

airtikain oleh maisyairaikait baihwai politik 

sendiri identik dengain kekotorain. Persepsi 

maisyairaikait yaing demikiain hairuis kitai 

berikain pemaihaimain aigair polai pikir mereka i 

menjaidi benair. Politik sebaigaii sairainai ailait 

mengaikomodaisi kepentingain-kepentingain 

di dailaim maisyairaikait itui sendiri sehingga i 

tainpai mengguinaikain politik peruibaihain 

terhaidaip sistem sosia il maisyairaikait aikain suilit 

uintuik dilaikuikain. (Handitya, 2020) 

Perkembaingain sistem politik aikhir-

aikhir ini menuinjuikkain baihwai bainyaik sekaili 

pihaik yaing terlihait hainyai mengguinaikain 

aitribuit politik sebaigaii ailait uintuik 

memperoleh kekuiaisaiain, yaing saiait 

kekuiaisaiain itui diperoleh maikai politik 

diguinaikain sebaigaii sairainai melenggaingkain 

kekuiaisaiain tersebuit. Ituilaih sebaigaii sebuiaih 

pertaindai baihwai sistem politik sedaing paidai 
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keaidaiain yaing tidaik sehait. Kairenai kehiduipain 

politik yaing sedaing saikit ini maikai kekaicaiuiain 

aikain teruis terjaidi. Pertairuingain aintairai pihaik 

saitui dengain pihaik laiin teruis terjaidi terlihait 

dairi uipaiyai sailing menjaituihkain hainyai kairenai 

aidainyai perbedaiain paindaingain politik. Hinggai 

maisyairaikait saiait ini da ipait menilaii pairai kaiuim 

elite yaing sedaing beraidai di taijuik 

kepemimpinain suidaih tidaik aidai waiktui laigi 

memikirkain kepentingain raikyait yaing sedaing 

dipimpinnyai. (Handitya, 2020). 

 

3. Pengelolaiain kekaiyaiain ailaim yaing tidaik 

seimbaing 

Indonesiai dengain bentaing kepuilaiuiain 

yaing luiais mempuinyaii kekaiyaiain ailaim yaing 

saingait luiair biaisai. Kekaiyaiain ailaim ini jikai 

dikelolai secairai benair dain efektif tentui aikain 

memberikain kesejaihteraiain buikai hainyai di 

tingkait daieraih saijai naimuin aikain memberika in 

kesejaihteraiain paidai skaiłai naisionail. Di sisi la iin, 

kekaiyaiain ailaim yaing dimiliki menjaidi mimpi 

buiruik baigi baingsai ini jikai dailaim 

pengelolaiainnyai terjaidi ketimpaingain. 

Ketimpaingain itui daipait terjaidi jikai pemerintaih 

tidaik meruimuiskain kebijaikain yaing sempuirnai 

uintuik mengeksploraisi guinai mengaimbil 

mainfaiait dairi kekaiyaiain ailaim paidai maising-

maising daieraih. (Handitya, 2020) 

Kekaiyaiain ailaim yaing tersimpain di 

maising-maising daieraih hairuis dimainfaiaitkain 

uintuik daipait menciptaikain kemaikmuirain 

teruitaimai baigi daieraih yaing mempuinyaii 

kekaiyaiain ailaim itui. Konsep seperti ini baihwai 

kesejaihteraiain daieraih hairuis diwuijuidkain secairai 

maiksimail sehinggai kesejaihteraiain naisionail 

mendaipait duikuingain dairi seluiruih daieraih. 

Baigaiimainai kesejaihteraiain naisionail daipait 

terwuijuid jikai maisih terdaipait ketimpaingain 

dailaim mengelolai kekaiyaiain ailaim di daieraih. 

Kecembuiruiain sosiail sering terjaidi kairenai di 

daieraih maisih mengainggaip pengelolaiain beluim 

daipait dilaiksainaikain secairai baiik dain 

berdaisairkain aisais keaidilain menuijui 

pemeraitaiain. Pemeraitaiain juigai aikain daipait 

terwuijuid jikai maising-maising daieraih telaih 

menyaidairi kepentingain naisionail menjaidi 

aigendai penting yaing hairuis diwuijuidkain. 

(Handitya, 2020). 

 

4. Pembainguinain infraistruiktuir yaing tidaik 

meraitai 

Dailaim mengejair negairai yaing maijui 

maikai pembainguinain infraistruiktuir saingait 

diperluikain guinai menduikuing tuijuiain itui. 

Pembainguinain teruis dilaikuikain wailaiuipuin 

terkaidaing dailaim pelaiksainaiainnyai sering 

mengaibaiikain faiktor laiin dain daimpaik yaing 

ditimbuilkain. Seperti dailaim pembainguinain 

infraistruiktuir seperti wilaiyaih induistri da in 

perkaintorain tentui aikain mengaibaiikain 

kelestairiain lingkuingain sebaigaii daimpaik 

negaitifnyai. Daimpaik sosiail juigai aikain muincuil 

jikai dailaim pelaiksainaiain pembainguinain 

infraistruiktuir mengaibaiikain aisais pemeraitaiain. 

Kecembuiruiain sosiail aikain terjaidi kairenai 

dipihaik laiin aikain meraisai diaibaikain oleh 

sentuihain pembainguinain naisionail. Aikibaitnyai 

disintegraisi aikain terbentuik dain daipait 

mengaincaim semaingait persaituiain dain 

kesaituiain baingsai. (Handitya, 2020) 

Infraistruiktuir meruipaikain sairainai 

penuinjaing baigi peruibaihain ekonomi paidai 

wilaiyaih tertentui sehinggai aingkai 

kesejaihteraiain sosiail daipait tercaipaii. 

Persoailain yaing sering terjaidi baihwai 

pembainguinain infraistruiktuir sering kaili 

dilaiksainaikain secairai aibaii dain kuiraing 

maitaing. Bainyaik oknuim dairi pejaibait 

pemerintaihain sering memaiinkain dain 

mengaimbil keuintuingain dairi proyek 

pembainguinain infraistruiktuir. Sering juigai 

proyek pelaiksainaiain tidaik diberikain secairai 

aidil dengain memaiinkain tender uintuik oraing-

oraing yaing dekait dengain pemerintaihainnyai 

saijai. Sebaigaii efek dairi aidainyai hail tersebuit 

maikai sektor swaistai tidaik daipait bersaiing 

secairai bersih dain schait. Bainyaiknyai sikaip 

cuilais dairi beberaipai pihaik inilaih yaing sering 

merengguit muitui dairi pembainguinain 

infraistruiktuir. (Handitya, 2020) 

 

5. Laimbainnyai kemaijuiain ekonomi 

Tingkait kestaibilain ekonomi saingait 

berpengairuih maijui dain tidaiknyai suiaitui 

negairai. Semaikin ekonomi staibil dain teruis 

berkembaing maikai negairai aikain menjaidi 

negairai yaing kuiait dain berpengairuih secairai 

menduiniai. Pertuimbuihain ekonomi saingait 

dipengairuihi beberaipai faiktor yaing 
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menduikuing seperti kebijaikain pemerintaih 

yaing menduikuing tingkait kestaibilain ekonomi, 

persaiingain paisair yaing sehait, daiyai beli 

maisyairaikait yaing baiik sertai sistem ekonomi 

yaing sempuirnai. Disaimping faikttor interna il 

dailaim negairai juigai terdaipait pengairuih dairi 

faiktor eksternail seperti peruibaihain ekonomi 

secairai globail, perkembaingain duiniai yaing tidaik 

daipait diikuiti oleh negairai ini dain kebijaikain-

kebijaikain moneter internaisionail. (Handitya, 

2020) 

Kemaijuiain ekonomi yaing berjailain 

laimbain ailain saingait berpengairuih baigi 

kehiduipain bernegairai yaiitui suilitnyai baingsai ini 

berkembaing menyesuiaiikain kema ijuiain dengain 

negairai-negairai laiin. Hail ini juigai aikain 

memberikain daimpaik negaitif kehiduipain 

ekonomi dailaim negeri aikain melemaih. Jikai 

ekonomi semaikin melemaih negairai ini aikain 

defisit kairenai tidaik aidai keseimbaingain 

ekonomi. Daiyai saiing perekonomiain juigai aikain 

kaicaiui yaing aikain menyebaibkain perekonomiain 

raikyait semaikin terpuiruik. Daimpaik laiin yaing 

muingkin aikain muincuil secairai sosiail raikyait 

aikain suilit mempercaiyaii pemerintaih uintuik 

mengelolain negeri ini. Kairenai lemaihnyai 

kepercaiyaiain raikyait paidai pemerintaihainnyai 

sering kaili hail ini dituinggaingi oleh 

kepentingain-kepentingain pihaik laiin yaing 

ingin memecaih belaih baingsai ini. Maikai dairi 

itui sistem uintuik mendorong kemaijuiain 

ekonomi hairuis difikirkain secairai baiik aigair 

tidaik menimbuilkain kekaicaiuiain kehiduipain 

berbaingsai. (Handitya, 2020) 

 

6. Menuiruinnyai tingkait tolerainsi di tengaih 

maisyairaikait 

Toleransi merupakan nilai 

fundamental yang sejak dini diajarkan dalam 

pendidikan dasar sebagai upaya membangun 

kehidupan masyarakat yang harmonis dan 

mencegah konflik akibat perbedaan suku, 

agama, ras, dan budaya. Sikap saling 

menghargai dan kemampuan menempatkan 

diri pada posisi orang lain menjadi kunci 

dalam menekan gesekan kepentingan individu 

maupun kelompok, sehingga toleransi tidak 

hanya bersifat konseptual, tetapi harus 

diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-

hari. Namun, realitas saat ini menunjukkan 

bahwa nilai toleransi semakin tergerus, di 

mana perbedaan pandangan yang kecil 

sering berkembang menjadi konflik besar 

dan berkepanjangan. Prinsip toleransi juga 

mengandung makna penghormatan terhadap 

kebebasan berpikir dan bersikap selama 

tidak melanggar norma sosial yang 

disepakati. Di era digital, kemudahan akses 

informasi dan komunikasi justru 

menghadirkan tantangan baru, seperti 

penyebaran hoaks, manipulasi opini publik, 

dan berbagai bentuk penyalahgunaan 

teknologi yang memicu perpecahan sosial. 

Oleh karena itu, penguatan toleransi melalui 

pendidikan, literasi digital, dan keteladanan 

sosial menjadi sangat mendesak untuk 

menjaga kohesi sosial dan persatuan bangsa 

(Handitya, 2020).  

 

7. Figuir pemimpin yaing kuiraing ideail 

Suatu organisasi yang ingin 

berkembang memerlukan pemimpin yang 

ideal, demikian pula negara yang 

membutuhkan figur presiden yang mampu 

menjalankan perannya sebagai kepala 

negara sekaligus kepala pemerintahan secara 

efektif. Presiden di Indonesia dituntut 

memiliki kemampuan memimpin dan 

memengaruhi rakyat agar kehidupan 

bernegara berjalan sebagaimana mestinya, di 

mana pengaruh tersebut akan diterima 

dengan baik apabila idealisme 

kepemimpinan tetap terjaga. Idealisme 

pemimpin dipengaruhi oleh faktor internal 

seperti kecakapan memimpin, 

intelektualitas, dan pengalaman, serta faktor 

eksternal berupa sistem politik dan pengaruh 

lingkungan sekitarnya (Handitya, 2020). 

Pemimpin yang kurang ideal cenderung 

membentuk sikap apatis di tengah 

masyarakat, terutama ketika komunikasi 

antara pemimpin dan rakyat tidak berjalan 

efektif, sehingga visi dan tujuan 

kepemimpinan tidak tersampaikan secara 

konsisten. Kondisi ini dapat melemahkan 

kepercayaan publik dan menimbulkan 

persepsi negatif terhadap pemimpin. Oleh 

karena itu, pemilihan pemimpin yang 

berintegritas dan berkarakter kuat menjadi 

sangat penting, karena pemahaman 
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masyarakat terhadap kriteria pemimpin ideal 

akan memudahkan pengambilan keputusan 

politik yang rasional dan bertanggung jawab 

(Handitya, 2020). 

Permasalahan Disintegrasi Bangsa 

Disintegrasi bangsa merupakan salah 

satu persoalan serius yang berpotensi memicu 

konflik internal dalam suatu negara, termasuk 

Indonesia. Disintegrasi dapat dipahami 

sebagai kondisi melemahnya persatuan antar 

komponen pembentuk bangsa yang berujung 

pada perpecahan dan ancaman terhadap 

keutuhan negara. Isu ini menjadi perhatian 

penting karena dampaknya yang besar dalam 

merusak persatuan dan kesatuan masyarakat 

sebagai fondasi berdirinya negara. 

Disintegrasi dapat terjadi secara alami akibat 

perbedaan yang tidak dikelola dengan baik, 

maupun secara sengaja melalui strategi pihak-

pihak tertentu yang ingin merusak integrasi 

nasional (Handitya, 2020). 

Indonesia sebagai negara kepulauan 

dengan wilayah geografis yang luas memiliki 

keragaman budaya, sosial, dan karakter 

masyarakat yang sangat kompleks. Perbedaan 

tersebut kerap memicu gesekan pola pikir 

antar kelompok masyarakat apabila tidak 

disikapi secara bijaksana. Kondisi geografis 

yang beragam juga membentuk karakter 

masyarakat yang berbeda-beda, seperti 

masyarakat pesisir dan pegunungan, yang 

secara tidak langsung memengaruhi cara 

pandang dan perilaku sosial. Oleh karena itu, 

diperlukan kebijakan dan kepemimpinan yang 

mampu memahami serta mengelola 

perbedaan tersebut agar tidak berkembang 

menjadi konflik yang meluas (Handitya, 

2020). 

Pengelolaan bangsa yang besar seperti 

Indonesia menuntut strategi yang tepat untuk 

menjaga keutuhan nasional. Konflik internal 

yang terjadi dari masa ke masa umumnya 

dipicu oleh ketimpangan sosial, perbedaan 

pandangan, serta ketidakadilan dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia. Ketimpangan ini semakin 

berbahaya apabila dimanfaatkan oleh 

kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi 

atau politik, sehingga memperparah konflik 

dan menyulitkan penyelesaiannya. 

Meskipun demikian, Indonesia 

memiliki modal sosial yang kuat berupa nilai 

gotong royong, budaya ketimuran, dan 

semangat kebersamaan yang diwariskan 

oleh para pendahulu bangsa. Nilai-nilai ini 

menjadi peluang besar dalam membangun 

dan memperkuat integrasi nasional, 

meskipun menghadapi tantangan dari faktor 

internal maupun pengaruh globalisasi. 

Integrasi bangsa pada dasarnya dapat 

terwujud apabila seluruh komponen bangsa, 

baik pemerintah maupun masyarakat, 

memiliki kepedulian dan komitmen yang 

sama dalam menjaga persatuan. 

Sejarah panjang perjuangan bangsa 

Indonesia menunjukkan bahwa 

kemerdekaan dapat diraih melalui semangat 

kebersamaan dan pengesampingan egoisme 

demi tujuan bersama. Kesadaran kolektif 

inilah yang harus terus dijaga dan 

direaktualisasikan agar ancaman disintegrasi 

dapat diminimalkan. Dengan kerja sama, 

kepemimpinan yang bijaksana, dan 

partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, 

persatuan dan kesatuan Indonesia dapat terus 

dipertahankan secara berkelanjutan. 

 

PEMBAHASAN 

Peran Pancasila dalam Menekan 

Disintegrasi Bangsa  

  Hasil kajian menunjukkan bahwa 

Pancasila memiliki peran strategis dan 

multidimensional dalam menekan potensi 

disintegrasi bangsa Indonesia. Dalam 

perspektif teori ideologi negara, Pancasila 

berfungsi sebagai state ideology yang tidak 

hanya bersifat normatif, tetapi juga 

operasional dalam mengatur relasi sosial, 

politik, ekonomi, dan budaya masyarakat 

Indonesia. Menurut Althusser (2014), 

ideologi berperan sebagai alat pembentuk 

kesadaran kolektif yang memengaruhi cara 

individu memahami realitas sosialnya. 

Dalam konteks Indonesia, Pancasila 

membentuk kesadaran kebangsaan yang 

menempatkan persatuan sebagai tujuan 

bersama di tengah keberagaman. 

  Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 



Peran Pancasila Dalam Menekan Disintegrasi Bangsa Atas Potensi Perpecahan Persatuan dan 
Kesatuan Masyarakat (Syarifah Aini; Desi Devrika Devra) 

 

Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan             E-ISSN:2598-6449 P-ISSN: 2580-4111 

Vol. 9, No. 3 Desember 2025 

471 

menjadi fondasi moral dan spiritual dalam 

menjaga integrasi bangsa. Teori moral 

community dari Durkheim menyatakan bahwa 

nilai-nilai religius mampu memperkuat 

solidaritas sosial apabila dikelola secara 

inklusif (Durkheim, 2013). Pancasila tidak 

memaksakan satu agama tertentu, tetapi 

mengakui keberadaan Tuhan sebagai nilai 

transendental yang menjadi titik temu 

antarumat beragama. Pendekatan ini sejalan 

dengan konsep religious pluralism yang 

menekankan penghormatan terhadap 

perbedaan keyakinan sebagai prasyarat 

stabilitas sosial (Habermas, 2011). Dengan 

demikian, sila pertama berfungsi sebagai 

benteng ideologis terhadap radikalisme dan 

fanatisme sempit yang kerap menjadi pemicu 

konflik dan disintegrasi. 

  Sila Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab memperkuat dimensi integrasi sosial 

melalui prinsip kesetaraan dan penghormatan 

terhadap martabat manusia. Teori keadilan 

sosial John Rawls (2005) menegaskan bahwa 

stabilitas suatu masyarakat hanya dapat 

tercapai apabila prinsip keadilan dijalankan 

secara adil dan rasional. Dalam konteks 

Indonesia, ketidakadilan struktural sering kali 

memicu kecemburuan sosial yang berujung 

pada konflik horizontal. Implementasi nilai 

kemanusiaan dalam Pancasila mendorong 

penyelesaian konflik melalui dialog, empati, 

dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia. Hal ini relevan dengan temuan 

penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa 

negara dengan tingkat keadilan sosial yang 

tinggi cenderung memiliki risiko konflik 

internal yang lebih rendah (UNDP, 2023). 

  Sila Persatuan Indonesia menjadi inti 

ideologis dalam menekan disintegrasi bangsa. 

Teori social cohesion menyatakan bahwa 

persatuan nasional terbentuk melalui rasa 

memiliki, kepercayaan sosial, dan partisipasi 

aktif warga negara (Chan et al., 2020). 

Pancasila menginternalisasikan nilai 

persatuan melalui semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika yang menegaskan bahwa 

keberagaman bukanlah ancaman, melainkan 

kekuatan bangsa. Dalam konteks globalisasi 

dan arus informasi digital yang masif, nilai 

persatuan berfungsi sebagai buffer ideology 

untuk menahan fragmentasi sosial akibat 

politik identitas dan polarisasi opini publik. 

Penelitian terbaru oleh OECD (2022) 

menunjukkan bahwa negara dengan ideologi 

nasional yang kuat lebih resilien terhadap 

konflik sosial berbasis identitas. 

  Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan memiliki 

relevansi kuat dengan teori good governance 

dan demokrasi deliberatif. Menurut teori 

demokrasi deliberatif Habermas (2011), 

legitimasi politik diperoleh melalui proses 

musyawarah yang inklusif dan rasional. 

Ketika pemerintah gagal menjalankan 

prinsip musyawarah dan keadilan 

prosedural, maka kepercayaan publik akan 

menurun dan berpotensi memicu 

disintegrasi. Dalam konteks Indonesia, 

praktik demokrasi yang transaksional dan 

elitis sering kali menimbulkan ketegangan 

sosial. Pancasila menawarkan solusi melalui 

kepemimpinan yang bijaksana, partisipatif, 

dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 

Studi terbaru oleh World Bank (2024) 

menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan 

dan tata kelola pemerintahan berpengaruh 

signifikan terhadap stabilitas nasional. 

  Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia merupakan pilar utama 

dalam menekan disintegrasi yang bersumber 

dari ketimpangan ekonomi dan 

pembangunan. Teori relative deprivation 

menjelaskan bahwa konflik sosial muncul 

bukan semata karena kemiskinan, tetapi 

karena ketimpangan dan perasaan 

diperlakukan tidak adil (Gurr, 2015). 

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di 

Indonesia, apabila tidak dikelola secara adil, 

berpotensi melahirkan tuntutan separatisme 

dan konflik horizontal. Oleh karena itu, 

implementasi sila kelima melalui 

pemerataan pembangunan, pengelolaan 

sumber daya alam yang berkeadilan, dan 

perlindungan kelompok rentan menjadi 

kunci dalam menjaga integrasi nasional. 

Data Bappenas (2024) menunjukkan bahwa 

daerah dengan tingkat ketimpangan rendah 

cenderung memiliki stabilitas sosial yang 

lebih baik. 
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  Hasil pembahasan juga menunjukkan 

bahwa tantangan disintegrasi semakin 

kompleks akibat pengaruh ideologi 

transnasional, sistem politik yang tidak sehat, 

serta derasnya arus globalisasi dan 

digitalisasi. Teori ideological contestation 

menyebutkan bahwa ideologi negara akan 

melemah apabila tidak direproduksi secara 

sistematis melalui pendidikan dan kebijakan 

publik (Heywood, 2021). Dalam konteks ini, 

penguatan pendidikan Pancasila, literasi 

digital, dan narasi kebangsaan menjadi 

strategi penting untuk menghadapi penetrasi 

ideologi yang bertentangan dengan nilai 

nasional. 

  Menurunnya toleransi sosial dan 

meningkatnya polarisasi masyarakat juga 

menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa. 

Teori contact hypothesis dari Allport yang 

diperbarui dalam studi kontemporer 

menunjukkan bahwa interaksi sosial yang 

setara dan berkelanjutan mampu mengurangi 

prasangka dan konflik (Pettigrew & Tropp, 

2018). Pancasila menyediakan kerangka 

normatif untuk membangun interaksi sosial 

yang harmonis melalui nilai kemanusiaan, 

persatuan, dan keadilan sosial. Tanpa 

internalisasi nilai-nilai tersebut, teknologi dan 

media sosial justru berpotensi mempercepat 

disintegrasi melalui penyebaran hoaks dan 

ujaran kebencian. 

  Figur kepemimpinan juga menjadi 

faktor krusial dalam menjaga integrasi 

bangsa. Teori transformational leadership 

menekankan bahwa pemimpin yang visioner, 

berintegritas, dan mampu menjadi teladan 

akan meningkatkan kepercayaan publik dan 

kohesi sosial (Northouse, 2022). Pancasila 

menuntut pemimpin yang tidak hanya cakap 

secara teknokratis, tetapi juga berkarakter 

kebangsaan dan berorientasi pada 

kepentingan umum. Kepemimpinan yang 

gagal mencerminkan nilai Pancasila 

cenderung memicu sikap apatis dan 

delegitimasi kekuasaan, yang pada akhirnya 

memperbesar risiko disintegrasi. 

  Secara keseluruhan, pembahasan ini 

menegaskan bahwa Pancasila merupakan 

instrumen ideologis yang relevan dan adaptif 

dalam menghadapi tantangan disintegrasi 

bangsa di era modern. Dengan dukungan 

teori-teori sosial, politik, dan ekonomi 

kontemporer, dapat disimpulkan bahwa 

penguatan dan implementasi nilai-nilai 

Pancasila secara konsisten merupakan 

strategi paling efektif untuk menjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi 

sebagai warisan historis, tetapi juga sebagai 

ideologi hidup yang harus terus 

direaktualisasikan sesuai dengan dinamika 

zaman. 

 

SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil pembahasan, 

dapat disimpulkan bahwa Pancasila 

memiliki peran yang sangat strategis dalam 

mencegah disintegrasi bangsa Indonesia. 

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai 

dasar negara, tetapi juga sebagai sistem nilai 

yang hidup dan relevan dalam mengatur 

kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan 

budaya masyarakat yang majemuk. Nilai-

nilai setiap sila Pancasila berperan sebagai 

perekat sosial yang menjaga persatuan di 

tengah keberagaman dan tantangan global. 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi 

landasan moral dalam memperkuat 

kesadaran kolektif kebangsaan, sementara 

sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

menekankan penghormatan terhadap 

martabat manusia sebagai dasar harmoni 

sosial. Sila Persatuan Indonesia menegaskan 

pentingnya nasionalisme inklusif, didukung 

oleh sila Kerakyatan yang menekankan 

kepemimpinan partisipatif dan bijaksana. 

Sila Keadilan Sosial menegaskan 

pemerataan dan keadilan sebagai kunci 

stabilitas nasional. Dengan demikian, 

penguatan internalisasi dan implementasi 

nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan 

menjadi langkah utama dalam menjaga 

keutuhan NKRI. 
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